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Penelitian ini merupakan upaya untuk melakukan observasi terkait “Penyelesaian Tindak 
Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak Dibawah Umur dirPengadilan MilitermIII-
16tMakassar” yang dikhususkan untuk mengetahui beberapa rangkaian prosedural 
penyelesaian tindak asusila di pengadilan Militer III Makassar. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (Field Research Kualitatif Deskriptif), yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan menulusuri beberapa data-data faktual tentang masalah yang menjadi pokok 
penelitian yakni proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak 
Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar. Selanjutnya pendekatan dalam 
penelitian ini ialah pendekatan teologi normatif syar’i. Metode pengumpulan data yang 
digunakan ialah Teknik observasi data (studi lapangan) yang dimuat dalamnputusang 
PengadilaniMiliter III-16iMakassar terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit 
TNI Terhadap Anak Dibawah Umur yang menguraikan proses penanganan perkara secara 
sistematis melalui proses peradilan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Peneliti juga 
mengambil bahan literatur sebagai data sekunder. Maka dari itu, penelitian ini mendapati 
suatu hasil dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana Asusila Prajurit TNI Terhadap Anak 
Dibawah Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar diuraikan pertama, Gambaran proses 
penyelesaian tindakupidanasasusilah dimpengadilan militermIII-16zMakassar, kedua, 
Gambaran umum dampak dari tindak pidana asusila yang di lakukan prajurit TNI di 
pengadilan militer III-16 Makassar, ketiga,’Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses 
penyelesaian rtindak pidanai asusila di;pengadilan militer ;III-16 Makassar. 
Kata Kunci: Prajurit TNI, Pengadilan Militer, Pidana.  
  
Abstract 
This research is an attempt to make observations related to "Settlement of the Crime of 
Indonesian Military Soldiers Against Minors at Military Court III-16 Makassar" which is 
devoted to knowing several procedural sequences for settling immoral acts in Makassar 
Military III court. This type of research is field research (Descriptive Qualitative Field 
Research), which is research conducted by tracing some factual data about the problem 
which is the subject of research, namely the process of resolving criminal acts of indecency 
of TNI soldiers against underage children in Makassar Military III-16 Court. Furthermore, 
the approach in this research is the normative syar'i theological approach. The data 
collection method used is the data observation technique (field study) which is contained in 
the decision of the Military Court III-16 Makassar on the Settlement of TNI Soldiers' 
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Immoral Crimes against Children Underage which describes the systematic case handling 
process through the judicial process and the provisions of applicable regulations. 
Researchers also took literature as secondary data. Therefore, this research finds a result in 
the settlement process of TNI Soldier's Immoral Crime Against Minors at Military Court III-
16 Makassar is described first, the description of the process of solving criminal acts of 
assassination in military court III-16 Makassar, second, general description of the impact of 
immoral crimes committed by TNI soldiers at military court III-16 Makassar, third, 
Overview of Islamic law review in the process of settling immoral crimes in military court 
III-16 Makassar.                                                                                                                            
Keywords: TNI Soldier, Military Court, Criminal. 
 
A. Pendahuluan 
PrajuritmtentaramnasionaloIndonesia (TNI)  adalahkwarga Negara yang tunduk pada 
hukumzdankmemegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara 
kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pancasila danmUUD 1945. 
Prajuritmtentara nasionaliIndonesia (TNI)rtundukokepada 
hukumyybaikkknasionaltmaupun internasional bahkanetunduk 
kepadakkhukumiisecarass khususssdannn hanyaaadiberlakukanss kepadacc tentara 
nasionalllIndonesiaaa(TNI) saja. Hal inikkdiaturjjdalamooUU No. 26 Tahunnn1997 
tentangkkhukumffdisiplinooprajurit tentaraaaknasionaluuIndonesiaff (TNI) 
NomorooKep/22/VIII/2005 tanggaluu10 Agustusty2005, 
keduanyakkmengaturoohukumkdan peraturanrrdisiplinikprajurit 
sertafeseorangewprajuritqqqmelanggartyaturanrtinikyakanolmendapatkanfgsanksi.1 
TNImsebagai prajuritodi gardamterdepannIndonesiakdimatakmasyarakatkmenjadi 
tauladan olehkmasyarakat. Oleh karenaoitu segala tindakanoserta  perbuatan yang 
dilakukan oleh prajurit harus sesuai dengan aturan dan menghindari perbuatan tercela 
apalagi melanggar disiplin militer, Kitab Undang-undang Hukum Militer ataupun 




                                                 
1 ‘Undang-Undang’Republik Indonesia Nomorx26 tahun 1997 Tentang Hukum DisiplinkPrajurit ABRI 
Sekarango TNI, Menimbang, huruf b. 
2 Mulya Sumaperwata S, Hukum Acara Peradilan Militer, (Jakarta: AlumnusPress, 2007), h. 56 
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hukumreperdata..kDibentuknyalembagahhperadilanuumiliterzxtidakxclainkmadalahxv





Dataxdari pengadilan militer’Makassar, /kasus asusilamtermasuk dalam 4 kasusmyang 
palingbseringxterjadi;dilingkungan TNI dan bagi anggota TNI yang melakukan pidana 
diproses diperadilan tersendirimdi luarkperadilanlumum yaitu proses di pengadilan 
militer yaitu tercantum dalam pasal 5 ayat 1 pada’Undang-undangpnomor 31 tahun 
1997 tentangoperadilanKmiliterltetapi dalam perkara kesusilaanoKUHP tetap berlaku 
untukhhTNIhsesuaizdenganfasas equalitygbeforebthehlaw,usiapunkorang yang 
melanggarxketentuanxdalamfhukumhdanggapapunrr profesinyaxz dapat dituntut 
pertanggunggfjawabanxzatasffperbuatanxzpelanggaranxzyangvgdilakukannya.4 
Dalam halhhperbuatanhu zinaty dilakukanz olehf anggotaxTNI, mketentuan hdalam 
pidana umumg digunakanhholehhhhukumxcpidanaffmiliterxzyang berarti menjadikan 
KUHP sebagaixzlandasangghukumxzdalamggmenyelesaikanxxperkarazxdi 
pengadilan Lebih tepatnyaggmuatxxpadaxxpasalff284 sampaixzpasalgx296 KUHP. 
Hukumhhpidana militerffmerupakanfxsuatuxcaturanxzhukum 
yangxxdiberlakukanxkhusus untuk orang-orangvvyanggvberadacxdibawahdcnaman 
besarv nTentarax Nasionalx Indonesia (TNI), yaituxzhukumxcyangxmengaturj 
pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan militerxxterhadapv kaidah-kaidahcv 
hukumxcmiliterhu olehb seorangm militer, dimana kejahatanv militerj itu sendirik 
dapatx terdiriv atasb kejahatan militer biasa dan kejahatan perang. Kejahatan militer 
biasa yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan dengan kaidah-kaidah 
hukum militer yang diberi sanksi pidana, misalnya melakukan tindak pidana 
penganiayaan. Tindak pidana tidak hanya meliputi ruang lingkup tindak pidana 
pembunuhan, pencurian, dan sebagainya, tetapi juga berkembang ke dalam tindak 
                                                 
3 E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, (Jakarta: Almuni AHM-PTHM, 
1981), h. 26. 
4 xAmiroeddin’Sjarit,pHukum DisiplinpMiliter Indonesia /(Jakarta: Rineka Cipts, 1999), h. 21 
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pidana kekerasan terhadap suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu masyarakat 
sekitar bahkan sehingga menimbulkan adanya tindak kekerasan atau penganiayaan 
tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru tindak 
kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak kekerasan merupakan 
jenis kejahatan yang pada umumnya melibatkan pelaku dan korban, sedangkan  
bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman 
kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan bisa menimpa siapa saja, tidak 
dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa. Sebagai contoh 
kasus yang sering terjadi adalah penganiayaan oknum anggota militer kepada pihak 
sipil karena kepentingan militer atau hanya arogansi belaka, namun tidak sedikit pula 
penganiayaan yang terjadi terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh oknum 
anggota militer.5  
Disisiklain dalampajaran agamapIslam telah jelas memberi aturanpdalamppergaulan 
hidupkbermasyarakat sepertipbersopan santun, ketika berpakaian dan memandang 
seseorang dalam berinteraksi atau bergaul. Dengan demikian, pelecehan seksual, 
merupakan bentuk perbuatanpyang dianggapksebagai perbuatan[yang bermoral 
rendah. Karena syari’at Islam lebih menekankan pada segi akhlaq/moral yang menjadi 
tolok ukur seseorang dalam menilai perilaku dan perbuatanya, sehingga tidak 
menyalahi aturan dan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat, apa yang patut dan 
apa yang tidak patut dilakukan. 
 
B. MetodebPenelitian 
Kata “metode”xdank“Metodelogi” sering dicampuradukkan dan disamakan. padahal 
keduanya memiliki arti yang berbeda. kata “metodologi” berasal dari Yunani 
“Methologia” yang berarti “Teknik” atau “Prosedur”. Metodologi sendiri merujuk 
kepada alur pemikiran umum atau menyeluruh (general logic) dan gagasan teoritis 
                                                 
5Tika Primandari. “Anak Dianiaya Marinir, Panglima: Tni Tak Kenal Kata Damai”, Tempo.Co. 01 
April 2016. Https://Nasional.Tempo.Co/Read/News/2016/01/04/078735970/Anak-Dianiaya-Marinit-Panglima-
Tni-Tak-Kenal-Kata-Damai. (Diakses 14 Desember 2019, Pukul 17.00 Wita). 
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(theoretic prespectives) suatu penelitian. sedangkan kata metode menunjuk pada 
teknik yang digunakan dalam penelitian seperti survey, wawancara dan observasi. 
suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang 
digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. jadi “metode 
kualitatif” dalam pandangan Creswell mendifinisikan sebagai suatu pendekatan atau 
penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode 
kualitatif memperlakukan partisipasi benar-benar sebagai subjek dan bukan objek.6 
Jenisopenelitianpyang digunakanpdalam studipini adalah penelitian lapangan atau 
biasa disebut Field Research Kualitatif Deskriptif. Field Research Kualitatif Deskriptif 
adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi 
penelitian dengan objek yang akan dixteliti. 
 
C.  Hasil dan Pembahasan 
1. TinjauanHukum Islam Dalam Proses PenyelesaianTindak PidanaAsusiladi 
PengadilanMiliter III-16 Makassar 
Kejahatan melanggar kesusilaan atau tindak pidana asusila ini telah menyerang 
semua lapisan masyarakat, tanpa memandan gumur, status dan jabatan baik dari 
golongan menengah kebawahs ampai golongan atas, baik orang yang telah bekerja 
maupun pengangguran dan tidak terkecuali para aparat penegak hukum dan 
anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia).7Masalah kejahatan atau tindak pidana 
selain merupakan masalah kemanusiaan juga merupakan permasalahan sosial, 
bahkan dinyatakan sebagai the oldestsosial problem .Oleh karena itu, untuk 
menghadapi masalah ini telah banyak dilakukan upaya untuk menanggulanginya. 
Upaya menanggulangi kejahatan dimasukkan dalam kerangka kebijakan criminal 
                                                 
6 J.R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif. Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya (Jakarta: PT 
Gramedia Widiasarana, 2010) h. 7 
http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ulj, Diakses pada 17 Agustus 2020 7        
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(criminal policy),8 Meskipun dalam kenyataanya sangat sulit untuk memberantas 
kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa 
berkembang.                        
Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa tidak hanya masyarakat sipil 
saja yang dapat terjerumus dalam tindak pidana kejahatan kesusilaan tetapi juga 
dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingatfungsi TNI 
sendiri yang pertama adalah pertahanan dan keamanan Negara. Serta di 
matamasyarakat menjadi tauladan.  Maka segala tindakan yang dilakukan oleh 
anggota TNI harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, apalagi sampai 
melanggar disiplin militer. Begitu pentingnya peran TNI di masyarakat maka 
anggota TNI yang terpilihbdari masyarakat/warga negara yang telah diseleksi dan 
diserahkan tugas-tugas khusus maka TNI dalam bersikap harus sesuai dengan 
SaptaMarga, Sumpah Prajuritg dan Delapan Wajib TNI serta mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sesuai surat keputusan (Skep) Menteri 
Pertahanan dan Keamanan Nomor Skep /B/911/XI/1972 tanggal 10 Nopember 
1972 menerangkan bahwa DelapanWajib TNI sebagai arahan atau kewajiban bagi 
anggota TNI dalam bersikap maupun berbuat, yaitu anggota TNI harus bersikap 
ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung 
tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, anggota TNI 
senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, dalam tindakanya 
tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati rakyat.                                     
Dalam hal perbuatan zina dilakukanvvoleh anggota TNI, ketentuan dalam pidana 
umum digunakan oleh Hukum Pidana Militer yang berarti menjadikan KUHP 
sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Perbuatan 
                                                 
. h. 13 TeguhPrasetyo, KriminalisasiDalam Hukum Pidana, (Bandung : Nusa Media, 2010)8   
Tinjauan Hukum Islam dalam Penyelesaian Tindak  
Pidana Asusila Prajurit TNI terhadap Anak di Bawah 
Umur di Pengadilan Militer III-16 Makassar 
 
Wahyuddin Nasir, Lomba Sultan 
QaḍāuNā Volume 2 Nomor 2 April Tahun 2021 | 303ukop 
melanggar kesusilaanbbseperti zina merupakan delik aduan absolut,    dimana 
hanya dapat dilakukan penuntutan jika pihakbbsuami/istri yang merasa dirugikan 
mengadukan perbuatan zina tersebut untuk diadili.Dalam KUHP sendiri, Pasal 
284 ayat (2) mengharuskan adanya pengaduan suami/istri yang merasa dirugikan 
atas perbuatan zina itu.9                                                                              
Dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses 
sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun maka 
anggota TNI pun tetap harus diadili .Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka 
diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer adalah sarana pembinaan anggota 
TNI agar citra TNI tetapbaik di mata masyarakat. Pada umumnya hukum pidana 
militer itu mengatur apa yang terdapat dalam hukum pidana umum. Begitu juga 
dengan jenis kejahatannya dalam hukum pidana umum berlaku juga bagi hukum    
pidana militer.10 Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah Kitab 
Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yaitu bentuk dan model kejahatan 
beraneka ragam dan bermacam-macam dan tujuannya. Di dalam KUHP sudah 
diatur  tentang sanksi yang diterima, jika suatu kejahatan dilakukan, maka 
penelitian ini akan membahas tentang perbuatan asusila (zina). Secara umum 
asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-
normaataukaidahkesopanan yang biasanya dikaitkan dengan hubungan seksual 
terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Sanksi ancaman terhadap 
kejahatan asusila terdapat pada Undang-Undang Pasal 281 ke-1 KUHP yang 
                                                 
.(Bandung : PT. di IndonesiaTindakPidanaTertentu -TindakProdjodikoro, Wirjono, 9                      
RefikaAditama, 2003). h. 7                                                                                                                                          
 
Pthm, 1981)  h. 50.     -Alumni AhmJakarta :(Hukum PidanaMiliter di Indonesia,Kanter,  10  
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berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan      
bulan atau denda sebanyak-banyaknya tigaratus rupiah11:                                           
1) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka umum, 
2) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang 
hadir tanpa kemauannya sendiri (zijnsondanks). 
Maksudkdibuatnyalsanksi tersebutpagar masyarakat tidak melakukan perbuatan 
tersebut. Sedangkan jika diperspektif dalam Hukum Pidana Islam, Tindakan 
asusila (zina) sendiri masuk ke dalam jarimah hudud. 
Jarimahxhududkadalahxjarimah’yang diancam dengan hukuman had, yakni 
hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat/ringan)psanksinyalyang 
menjadihak Allah SWT melaluildalilxnaqli.12 
Dapat dikemukakan bahwa syariat Islam khususnya dalam pelaksanaannya tidak 
membeda-bedakan tingkatan manusia. Sejak pertama kali diturunkan syari’at 
Islam memandang bahwa semua orang kaya dan orangqmiskin, bangsawanldan 
rakyat jelata sertampenguasa dan penduduk biasa. Jadi, setiap orang yang 
melakukan tindak pidana harus dijatuhi hukuman, baik ia penguasa maupun 
rakyat, kaya maupun miskin, bangsawan atau rakyat jelata. Dalam Islam 
perbedaan tingkatan itu hanya satu, yaitu yang paling takwa. Adapun dasar 
hukumnya diatur dalam beberapa ayat Al-Qur’an diantaranya pada Surat (Al-
Hujuraat Ayat 13), yaitu:13                              
                                                 
, (Bandung : PT. TindakPidanaTertentu di Indonesia-Prodjodikoro, Wirjono, Tindak11 
RefikaAditama, 2003). h. 31                                                                                                               
                        
:    Jakarta (Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, WardiMuslich, Ahmad, 12      
SinarGrafika, 2006). h. 21                                                                                                                          
                   
                      13Al-qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI 2020 
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قَبَۤاىَِٕل  اُْنٰثى َوَجعَْلٰنُكْم ُشعُْوبًا وَّ ْن ذََكٍر وَّ َ َعِلْيٌم ٰيٰٓاَيَُّها النَّاُس اِنَّا َخلَْقٰنُكْم م ِ ِ اَتْٰقىُكْم ۗاِنَّ ّٰللاه ِلتَعَاَرفُْوا ۚ اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْندَ ّٰللاه
 ١٣َخبِْيٌر 
Terjemahnya:                                                                                                                
Haixmanusia,ksesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-lakiidan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-
mengenal.Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi 
Allah ialah orang yang palingmtaqwa diantara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.                                        
                                                            
Berdasarkan definisi diatas, hukuman bagi asusila (zina) sendiri yaitu dera    
(jilid/cambuk) dan pengasingan ditetapkan untuk pelaku zina ghoirumuhshan, 
sedangkan hukuman rajam ditetapkan untuk pelaku zina muhshan.                            
2. Putusan dan Penyelesaian Tindak  Pidana  Asusila Prajurit TNI di Pengadilan 
Militer III-16 Makassar 
a. Tuntutan (Requisitoir) 
Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) tahun hari terhitung 
mulai tanggal 08 november 2016 sampai dengan tanggal 27 november 2016 
berdasarkan penahanan sementara dari Danyonkav-10/Mandagiri selaku oknum 
nomor: Kep/51/XI/2016 tanggal 08 November 2016 kemudian berdasarkan 
keputusan perpanjangankpenanamanmdari pangdamiVII/Wrb selaku 
paperapNomor : Kep/529/XI/2016 tanggal 28 November 2016 selama 30 (Tiga 
puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 27 
Desember 2016 dan berdasarkan keputusanxperpanjanganppenahanankdari 
pangdam VII/Wrb selaku papera Nomor : Kep/636/XII/2016 tanggal 30 
Desemberm2016 selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Desember 
2016 sampai dengan tanggal 26 januari 2017 kemudian berdasarkan keputusan 
perpanjangan penahanan dari pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : 
Kep/30/1/2017 sampai dengan tangal 25 Februari 2016. 
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Terdakwa diperiksa dalam pengadilan sekarang iniberdasarkanlkeputusan 
penyerahanlperkara dari pangdam VII/Wrb selaku Perwira Penyerah Perwira 
Perkara Nomor : Kep/26/1/2017 tanggal 30 januari 2017.  
Bahwakterdakwappada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, 
yaitu pada bulan juni tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 
2016 di perumahan perwira jln. Sultan Alauddin Nomor 17 Kel. Gunung Sari Baru, 
Kec. Tamalate Kota Makassar Sulsel, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain 
yang termasuk daera hukum pengadilan militer III-16 Makassar telah melakukan 
tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam surat Dakwaan Nomor 
Sdak/15/II/2017 tanggal 07 Februari 2017, Surat Dakwaan tersebut telah dikirim 
kepada terdakwa bersamaan dengan dilimpahkannya perkara ini ke pengadilan 
Militer III-16 Makassar, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan 
tindak pidana sebagai berikut : 
Pertama : “SetiapKorangodilaranglmelakukankkekerasanlataupancaman 
kekerasanpmemaksaoanakpbersentuhanpdengannya.”Sebagaiman
a dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumpdalamppasal 
819 Ayatm(1) Jo pasal 76D Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 
2014. Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak, 
Atau 
Kedua : “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 
kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
persetubuhan dengannya atau orang lain”.Sebagaimana dirumuskan 
dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 81 Ayat (2) Jo 
Pasal 76D Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang 
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perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak 
Atau 
Ketiga : “Setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukakan 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 
atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “. Sebagaimana 
dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 
82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2014/ 
tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan Anak. 
1. Putusanx  (Nomork: 22-K/PM III-16/AD/II/2017) 
PengadilanbbMilitekr III-16 Makassark yang bersidanghh di Makassar dalam 
memeriksajj dan mengadilixxperkaraxxpidanazxpadavxtingkat pertama telah 
menjatuhkan putusancxsebagaimana tercantum di bawah perkara terdakwa, 
terdakwa dalamb perkara ini ditahancoleh:                                                        
a. Danyokav-10/Mandagiri selaku Aknum selamax 20f(Dua puluh)xhari 
sejakxtanggalz08 November 2016xsampaixdenganztanggalx27 
November 2016x di Staltahmil pomdam VII/51/XI/2016 TANNAL 08 
November 2016 
b. Kemudianvdiperpanjangmsesuaimdengan : 
1) Perpanjanganbpenahananbke-1 darikpangdam VII/Wrb 
selakumpaperanselama 30 (Tiga puluh) harimsejakvtanggal 28 
November 2016 sampaixdenganxtanggal 27 Desember 2016 
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berdasarkanvvkeputusanffperpanjanganvcbpenahanan Nomor : 
Kep/592/XI/2016 tanggal 28 November 2016. 
2) Perpanjangangnpenahanan ke-2 dari pangdaM VII/Wrb 
selakumpaperabselama 30 ( Tiga puluh) harixsejakvtanggal 28 
November 2016 sampaibdengan tanggal 26 januari 2017 berdasarkan 
keputusannbperpanjanganhbpenahanangfNomor : Kep/636/XII/2016 
tanggalv30 Desemberx2016 
3) Perpanjanganxpenahananbke-3vdari pangdam VII/Wrb 
selakubpapera selama 30 (Tiga puluh) haricsejak tanggal 27 januari 
2017 sampaivdenganvtanggal 25 Februari 2017 berdasarkan 
keputusanvperpanjangancpenahanancNomor : Kep/30/I/2017 tanggal 
30 januariv2017. 
4) HakimbketuabpengadilanvMilitergIII-16 Makassarcselamavtanggal 
30 (Tigapuluh) hari sejakntanggal 16 Februarib 2017 sampaindengan 
tanggalb17 maret 2017, berdasarkanm surat penetapann penahanan 
Nomor : Tap/22-K/PM III-16/AD/II/2017 ttanggalg 16 februari 
2017.  
5) Kepala pengadilan Militer III-16 Makassar selamax 60 (Enam puluh) 
hari sejakc tanggalb 18 maret 2017 sampaiv dengane tanggal 18 Mei 
2017, berdasarkan  surat penetapanp penahananr Nomor : Tap/22-
K/PM III-16/AD/III/2017 tanggal 17 maret 2017. 
PENGADILAN MILITER III-16 TERSEBUT DI ATAS: 
Membaca: Berkas perkara penyidikan dari pomdam VII/Wrb 
Nomor: BP-31/A-31/XI/2016 TANGGAL 28 November 2016. 
              Memperhatikan:  
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1. Suratf keputusanv penyerahang perkaraf dari pangdam VII/Wrb 
selakuv papera Nomor : Kep/26/I/2017 tanggal 30 januari 2017, 
2. Surat dakwaan Oditor Militer Nomor :    SDak/15/II/2017 
tanggal 07 Fwbruari 2017, 
3.  Surat penentapan kepalav pangadilans militer III-16 Makassar 
Nomor : Tap/22/PM III-17/AD/II/2017 tanggal 16 februari 
2017 tentang penunjukan hakim, 
4. Surat penetapan hakimd ketua pengadilan Militer III-16 
Makassar Nomor : Tap/22/PM III-16/AD/II/2017 tanggal 17 
februari 2017 tentangc penetapanh hari siding, 
5. Relasi penerimaanv surat paggilan untuk menghadap siding 
kepada terkadwa dan para saksi, 
6. Serat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.                           
Terhadap keterangan terdakwa  
 Bahwac terdakwax pada saat menandatanganib BAP dalam 
keadaan sangat sakit dan pusing kepalanya, 
 Bahwa pada saat di bacakanc keteranganb saksi-saksib dalam 
ruangx siding, terdakwa dalam kedaan bingungv dan tidak 
tau harus berbuat apa sehingga langsung membenarkan 
pembacaan keterangan tersebut. 
 Bahwa terdakwa meras bersalah dan menyesal sekali telah 
melakukan perbuatan cabul. 
 Terhadap pembuktian unsure dakwaan. 
 Bahwa penasihat Hukum sependapat tentang telah 
terbuktinya unsure kesatu “Barang siapa”dan unsure ketiga 
“sedang diketahuinya bahwa umur orang itu belum 
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cukup 15 tahun”, namun tidak sependapat tentang telah 
terbuktinya unsure kedua “Melakukan persetuhuhan 
dengan seseorang” 
 Bahwa penasihan hukum terdakwa mohon kepada majelis 
hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri 
terdakwa : 
 Bahwa terdakwa masi mudah usia dan masi perluh dibina, 
 Bahwa terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan 
mengulangi perbuatannya 
 Bahwa terdakwa adalah tumpuan hidup kedua orang tuanya 
dan perjalanan karir masi panjang dan sangat membutuhkan 
pekerjaan sebagai seorang prajurut; dan 
 Bahwa terdakwa berterus terang atas kesalahan dan 
menyesali perbuatannya 
 Bahwa selanjutnya penasihat Hukum terdakwa mohon agar : 
1) Memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa. 
2) Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan 
(Vrijspraank) dan /atau melepaskan terdakwa dari 
segala tuntutan hukum 9 (Ontslaag Van 
Rechtsvolgin) atau 
3) Apabila majelisyhakimiberpendapatklain mohon 
putusankyang seringan-ringannya dan seadil-adilnya 
bagi terdakwa, 
4) Bahwa atas pleidooi penasihat hukum terdakwa 
tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan 
Replik, namun menyampaikan secara lisan di depan 
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persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap 
pada tuntutannya semula. 
5) Bahwa atas Replik Oditur Militer tersebut di atas, 
penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan 
Duplik, namun menyampaikan secara lisan di depan 
persidangan yang pada pokoknya meyatakan tetap 
pada pembelaannya.  
 
D.    Penutup 
Kesimpulan 
Gambaran tinjauan hukum islam dalam proses penyelesaian tindak pidana asusila di 
pengadilan militer III-16 Makassar Berdasarkan proses pengadilan yang telah dilalui 
dan telahmterbuktimsecara sah dan meyakinkankbersalah melakukan tindak pidana 
pada dakwaan alternative pertama: “Melakukan ancaman kekerasan memaksa 
anak melakukan persetubuhan dengannya” oleh karena hakim memutus perkara 
dan memidana terdakwa dengan pidana pokok 9 tahun, dengan memetapkan masa 
penahananx yangv telahg dijalanix oleh terdakwamdikurangkanmseluruhnyandari 
pidanavyangndijatuhkanf, dan pidanabdenda senilai RP. 1.000.000.000m(satu milyar 
rupiah)hsubsidair kurunganbpenggantinselama 6 (enam)nbulan, serta 
pidanantambahan dengan di pecat darindinasmmiliter.                                                                                                                       
 
Saran 
Mengenai kejahatan seksual dalam kodifikasi kompilasi hukum islam terlebih-lebih 
dalam hukum islam yang diterapkan di Indonesia tidak begitu dijadikan landasan 
utama sebab di Indonesia lebih menekankan pada KUH-Perdata yang di tinggalkan 
oleh colonial belanda dan direduksi dengan berbagai hukum-hukum adat yang ada di 
Indonesia, meskipun dalam mayoritasnya Islam menempati posisi yang pertama. 
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Persoalannya kemudian tidak hanya hukum apa yang mampu diterapakan tetapi 
bagaimana pelaku kejahatan seksual mampu di netralisir dengan hukuman yang  
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